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ABSTRAK

PERANAN ODITUR MILITER DALAM MENANGANI
PERKARA DESERSI SECARA IN ABSENSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 43-K/ PM 1-04/ AD/ 1V/2019)

ANDRI PERMADI

Peradilan militer diberi wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai peradilan khusus yang memeriksa
dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang
tersusun dalam lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara khusus
dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggara pertahanan
negara yang mengacu kepada hukum militer. Dalam Peradilan Militer, dibidang
Penuntutan dilaksanakan oleh Oditur Militer. Sehingga tindak pidana desersi oleh
anggota TNI mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pelaksaanaan putusan hakim
menjadi kewenangan Oditur Militer melalui Lembaga Oditurat Militer.

Salah satu tindak pidana militer yang terkait dengan Kinerja prajurit TNI
adalah desersi. Tindakan desersi dapat dikategorikan tindak pidana militer murni,
menurut Pasal 87 ayat (1) KUHPM, yaitu dengan meninggalkan dinas dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas kedinasan secara sengaja maupun
tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya
berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kurungan
hingga pemecatan dinas. Sebagian besar Tindak Pidana Desersi diselesaikan
secara In Absensia.

Dengan alasan tersebut maka penulis mengajukan perumusan masalah
sebagai berikut : bagaimana peranan Oditurat Militer dalam menangani perkara
desersi yang dilakukan secara in absensia ? hambatan apa saja yang sering
dihadapi Oditurat Militer dalam menangani perkara desersi yang dilakukan secara
in absensia ? Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, karena
penulis memberikan gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti
mungkin. Sumber data dalam penelitian ini adalah : Data Primer, Data Sekunder
dan Data Tersier serta alat pengumpulan datanya berupa : 1) Studi Lapangan
(Field Research), 2) Studi Kepustakaan (Library Research).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1).
Peranan Oditur Militer dalam menangani Tindak Pidana Desersi secara In
Absensia sama saja seperti dalam menangani Tindak Pidana lainnya yaitu Oditur
Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut
umum, pelaksana putusan, atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer seperti dalam Peradilan Umum dalam perkara pidana. Oditur Militer juga
dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna
melengkapi hasil pemeriksaan penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum
lengkap; 2). Hambatan yang dihadapi oleh Oditurat Militer 1-05 Palembang dalam



menangani Tindak Pidana Desersi secara In Absensia, antara lain : minimnya
barang bukti seperti keterangan terdakwa tidak dapat diajukan oleh Oditur militer
dalam persidangan dan dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan
keyakinan; Selain itu pelaksanaan putusan dalam perkara desersi secara In
Absentia sulit untuk segera dilaksanakan, dimana terpidana yang dalam status
desersi melalui pihak Polisi Militer melaksanakan pencarian guna kemudian
ditangkap dan ditahan untuk kemudian melaksanakan hukumannya sesuai dengan
putusan, akan tetapi karena terpidana belum dapat ditangkap maka pelaksanaan
hukumannya pun akan terbengkalai.

Kata Kunci : Peranan, Oditurat Militer, Desersi, dan In Absentia
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer
untuk mendukung dan mepertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan
sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga
mempunyai kekuasaan militer yang sering juga disebut dengan Tentara
Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI).

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga
negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-
undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri
dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasioanal
Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.

Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju
serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya
disingkat UU RI1) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas
dari TNI akan lebih terfokuskan.

Tugas pokok TNI adalah melaksanakan kebijaksanaan pertahanan
negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari
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ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, menjalankan

operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif
dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai
peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang
dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI,
yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang
penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum
militer.

Sejak Bulan Agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada
dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam hal beracara
di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara
Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun
1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya desingkat UU Peradilan Militer).

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang
Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Militer (PDM) dan peraturan-
peraturan lainnya.t

Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit

TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu

1 Subur Pramono, Strata Satu Skripsi: “Peran Oditur Militer Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI”(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2013), 2.
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tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak

terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang
militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau
kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman
berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Pada dasarnya hukum pidana
militer dapat memberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai
hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Berkaitan dengan
hukum pidana, di dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan pokok,
yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang
dilarang, dan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.?

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No.
34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh
Pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan
negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang
ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana.

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM terdapat
dua bagian, yaitu:
1. Tindak pidana militer murni adalah  merupakan tindakan

terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh

seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,
1998, Hal. 5
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suatu kepentingan militer menghendakitindakan tersebut ditentukan

sebagai tindak pidana.?

2. Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang
yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada
pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya
dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang
militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan
lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman
hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.*

Salah satu Tindak Pidana Militer yang dikategorikan tindak pidana
murni adalah Desersi. Tindak Pidana Desersi merupakan suatu tindak pidana
yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan
hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Hukum Pidana
Militer.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Desersi yang
dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM, mengenai proses pemidanaannya
berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman
kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah
melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus

menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui Hukum Militer.

3 E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni
AHM-PTHM, 1985, Hal. 23

4 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju,
2006, Hal. 28-29
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Dimaksud Hukum Militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang

meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer
Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.®

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya
peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara pejabat yang
diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI.
Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang paling
menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan
kesatuan, maka perlu diatur secara khusus agar segera dapat diputus dan
mendapatkan kepastian hukum.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan
kejahataan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab Il
KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung
merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.
Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer
yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih
dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang
militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses
hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak

hadir di persidangan atau disebut persidangan secara In Absensia.®

> Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV. Mandar
Maju, 2002, Hal. 223

6 S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Tentara Nasional Indonesia, 2010 Hal. 257
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Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan

secara In Absensia yaitu dalam menangani kasus desersi, seorang Perwira
Militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang
Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum
dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang
dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau
dicermati.

Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah
meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat
hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar
perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum
Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum,
atau kepentingan militer.

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer telah diatur tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana
yang terdakwanya tidak hadir di persidangan atau dari awal pemeriksaan
tidak hadir. Jika dalam persidangan perkara desersi yang terdakwanya tidak
diketemukan atau tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada,
maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi tanpa hadirnya terdakwa.

Untuk memberikan rasa adil, setiap warga Negara baik itu dari militer
maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan
yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan

yang menjalankan hukum di lingkungan militer dalam hal ini sistem Hukum
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Peradilan Militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan
Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada
umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer.

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang
selanjutnya disebut Oditurat adalah badan dilingkungan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara
dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima
Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya
disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sabagai
penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang.

Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota TNI setelah menerima
berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas
perkara dinyatakan lengkap maka Oditur Militer akan mengolah berkas
perkara dengan membuat BAPAT (Berita Acara Pendapat) yang berisi
keterangan para saksi, keterangan tersangka dalam barang bukti serta

kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang



8
disangkakan, kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran

Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada PAPERA (Perwira Penyerahan
Perkara) yang isinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana.

Selanjutnya BAPAT dan SPH dikirim ke PAPERA dengan dilampiri
SKEPPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tanda
tangan ke PAPERA. Setelah menerima SKEPPERA Oditur Militer membuat
surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan
berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat
panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal,
waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus, terdakwa dinyatakan
bersalah, serta perkaranya sudah berkekuatan hukum, Oditur segera
melaksanakan eksekusi putusan hakim kepada terdakwa.

Dari uraian di atas, Tindak pidana desersi sangat merugikan banyak
pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang
sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Banyak
masyarakat sipil yang belum paham terhadap Hukum Militer, salah satunya
terhadap Lembaga Oditurat Militer. Lembaga Oditurat Militer juga memiliki
peranan yang besar dalam pengungkapan suatu Tindak Pidana yang dilakukan
oleh anggota TNI sampai dengan pelaksanaan eksekusi hukuman. Dari latar
belakang tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis
penelitian tentang : “Peranan Oditur Militer Dalam Menangani Perkara

Desersi Yang Dilakukan Secara In Absensia”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peranan Oditur Militer 1-05 Palembang dalam menangani
perkara Desersi secara In Absensia?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang sering dialami oleh Oditur Militer
I-05 Palembang dalam menangani perkara Desersi secara In Absensia?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap
peranan Oditur Militer dalam menangani perkara desersi secara In Absensia
yang terjadi di wilayah Kodam Il/Sriwijaya. Tanpa tidak menutupi
kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitan dengan
penelitian ini.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obijektif
a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Oditur Militer 1-05 Palembang
dalam menangani perkara desersi secara In Absensia
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering dialami oleh
Oditur Militer 1-05 Palembang dalam menangani perkara desersi
secara In Absensia serta cara mengatasi hambatan tersebut.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu

dalam bidang hukum.
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b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dibidang

Peradilan Militer yang termasuk kedalam Hukum Acara Pidana
khususnya mengenai proses penyelesaian Tindak Pidana Militer

dalam lingkungan Peradilan Militer.

D. Kerangka Konseptual
Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh Penulis agar tidak
terjadi  kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam
menguraikan pengertian yang diteliti, asas-asas serta istilah-istilah yang
berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur
adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut
umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan
ketentuan Undang-undang ini. (UU Nomor 31 Tentang Peradilan Militer,
1997)

2. Desersi merupakan perbuatan dimana seorang Anggota TNI pergi

meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
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secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya

dari TNL.’

3. In Absensia dalam perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya
melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan
berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-
turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat
dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. (UU

Nomor 31 Tentang Peradilan Militer, 1997)

E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan Materi Penelitian
Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian
deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena penulis
ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang
seteliti mungkin tentang bagaimana peranan Oditur Militer 1-05

Palembang dalam menangani perkara Desersi secara In Absensia.

" Hana Oktaviana Falevi, Alvi Syahrin, dkk, “Penerapan Hukum Pidana Militer Pada
Kasus Tindak Pidana Desesi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat Di Ajendam I Bukit Barisan”, USU Law Journal, Vol. 6 No.1, Januari
2018. Hal. 85
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2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a.

Data Primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil
lokasi di Lembaga Oditurat Militer 1-05 Palembang. Sejumlah data
atau fakta didapat langsung dari Lembaga Oditurat Militer 1-05
Palembang.
Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai
bahan penunjang terhadap data primer yaitu berupa dokumen
tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian ini.
Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber intenet, majalah,
tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung

dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah :

a.

Studi Lapangan (Field Research)
Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta

yang benar-benar terjadi dalam praktik dengan cara :
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1) Wawancara (interview)

Wawan cara ini dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data
yang diperlukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait.
Wawancara yang digunakan Penulis berbentuk wawancara terbuka,
yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa
sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

2) Penelitian terhadap dokumen putusan pengadilan

Berupa pengambilan data terhadap putusan Pengadilan Militer I-

05 Palembang dalam perkara desersi.
b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan
cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data-data dari beberapa
literatur yaitu peraturan perundang-undangan, buku, makalah-
makalah, internet serta peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berlaku, dan data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan
dengan judul diatas.

Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian
akan dianalisi dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang
dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya

diharapan mampu memberikan gambaran yang jelas.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun

penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri

dari sub bab yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah

sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

: PENDAHULUAN

Padal awal bab ini Penulis memberikan gambaran awal penelitian
yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup
dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini diawali dengan kerangka teori yang berisi
tentang tinjauan mengenai Peradilan Militer, tinjauan mengenai
Oditurat Militer, tinjauan mengenai Tindak Pidana, tinjauan
mengenai Militer, tinjauan mengenai Tindak Pidana Desersi dan
tinjauan mengenai In Absentia.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu peranan Oditurat
Militer 1-05 Palembang dalam menangani perkara desersi yang

dilakukan secara In Absensia dan hambatan-hambatan yang
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sering dialami oleh Oditurat Militer 1-05 Palembang dalam

menangani perkara desersi secara In Absensia.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab yang terakhir ini Penulis akan membuat beberapa
kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang
diajukan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan
Penulis.
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